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ABSTRAK 
Judul Tesis                    : ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM 

PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UU NOMOR 20 
TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

 
Nama  Mahasiswa        :   207211003 
Kata Kunci                   : Pembuktian Terbalik, Korupsi, Gratifikasi, Pasal 12 

B ayat (1) huruf a UU Tipikor, Hukum Pidana 
Isi Abstrak                    :  Sistem pembuktian terbalik diadopsi dalam Pasal 12 

B ayat (1) huruf a UU Tipikor. Menarik untuk diamati 
penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tipikor dari 
aspek keadilan. Pokok permasalahannya adalah 
bagaimana sistem pembuktian terbalik dapat 
diterapkan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi 
dan apakah penerapan sistem pembuktian terbalik 
dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut telah 
berkeadilan. Tipe penelitian yang dipilih adalah 
penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian 
deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis 
secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan 
secara deduktif. Kesimpulannya adalah penerapan 
sistem pembuktian terbalik dalam UU Tipikor hanya 
terbatas pada pada tindak pidana korupsi suap 
menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau 
lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a jo Pasal 37 ayat (2) 
jo Pasal 38A UU Tipikor), dan pembuktian terbalik 
pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan 
(Pasal38 B UU Tipikor). Penerapan sistem 
pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi 
gratifikasi merupakan kebijakan hukum pidana 
(penal policy) yang dalam perspektif teori keadilan 
John Rawls maupun Amartya Sen, penerapan sistem 
pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi 
dinilai lebih memberikan keadilan. 

Daftar Acuan                : 
Pembimbing                 :  Prof. Dr. Ariawan Gunadi.,S.H.,M.H. 
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Savira.,S.H.,MKn., Dina Amanda.,S.H, Adi Wibowo S.E., dan keponakan 



vi 

penulis, abang Arkana Arash Syakir dan ade Askara Ammar Syakir yang 

selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini dan perkuliahan dengan lancar; 
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Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna dan 
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penulisan hukum ini membawa manfaat bagi masyarakat dan juga otoritas terkait 
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